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            KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
           KABUPATEN KENDAL
                  PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN
                   NOMOR 3 TAHUN 2018
         TENTANG
               PENATAAN KEMBALI TANAH – TANAH DESA
             DI DESA NGAMPEL WETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Ngampel Wetan maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penataan kembali Tanah – Tanah Desa di Desa Ngampel Wetan.

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam  Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tirtib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10 Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No 15);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 208 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 40 Seri E No. 35 ) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2017 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 40 Seri E No. 35);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45 )

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47)

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran  Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49)

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri A No. 6);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 3);

40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);

41. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngampel Wetan (Lembaran Desa Ngampel Wetan Nomor 01 Tahun 2017).


Dengan Kesepakatn Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN
dan

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
MEMUTUSKAN

	Menetapkan 
	:
	PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN TENTANG PENATAAN KEMBALI TANAH – TANAH DESA NGAMPEL WETAN


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

11. Tanah kas desa adalah tanah desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan asli desa.
12. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa serta perangkat desa.

13. Penataan Kembali adalah melakukan penataan ulang tanah desa yang digunakan untuk tanah kas desa dan tanah bengkok.
BAB II

PENGGUNAAN DAN PENATAAN KEMBALI TANAH – TANAH DESA 

Pasal 2
(1) Tanah Kas Desa / Sawah seluas ±  2, 08 Ha digunakan sebagai bondo desa.
(2) Tanah Kas Desa yang digunakan sebagai Bengkok Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa  diatur sebagai berikut :
a. Bengkok Kepala Desa terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Desa Nomor 1 Kelas I Persil 22 Blok Kalurahan seluas 5 Ha.
b. Bengkok Sekretaris Desa terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Desa Nomor 2 Kelas I  Persil 30 Blok Kalurahan seluas  2,1 Ha.
c. Bengkok Kaur Tata Usaha Dan Umum terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Desa Nomor 7 Kelas II  Persil No. 36/37 dan 30 Blok Doro I/2 dan Kelurahan seluas 0,9 Ha
d. Bengkok Kaur Keuangan terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Desa  Nomor 5 Kelas II Persil 42/43 dan 30 Blok Doro 1/ 2 dan Kelurahan seluas 0,9  Ha.
e. Bengkok Kaur Perencanaan terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Desa Nomor 3 Kelas II Persil No. 38/39 dan 30  Kelas II Blok Doro 1/ 2 dan Kelurahan seluas 0,9Ha.
f. Bengkok Kasi Pemerintahan terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam  C Desa Nomor  8 Kelas I Persil No. 30 dan 31 Blok Kalurahan Seluas 0,9 Ha.
g. Bengkok Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Desa Nomor 5 Kelas II Persil No. 40/41 dan 30 Blok Doro 1/2 dan Kelurahan  Seluas 0,9 Ha.
h. Bengkok Kepala Dusun 1  terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Nomor 4 Kelas II Persil No.34/35 dan 30 Blok Doro 1/ 2 dan Kelurahan seluas 0,9 Ha.
i. Bengkok Kepala Dusun 2  terletak di Desa Ngampel Wetan terdaftar dalam C Nomor 10 Kelas  II Persil No. 44/45/28 dan 30 Blok Doro 1/ 2 dan Kelurahan seluas 0,9 Ha.
BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Pasal 3

(1) Pengelolaan tanah kas desa dapat dilakukan dengan sistem sewa.
(2) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1)  dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b. Obyek perjanjian sewa menyewa;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan Jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. Hak dan kewajiban para pihak
f. Peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
(3) Jangka waktu persewaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
(4) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Penerimaan dari sewa pemakaian tanah-tanah milik desa disetor ke Kas Desa
Pasal 4

(1) Persewaan Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) dilakukan dengan cara penawaran terbuka;
(2) Dalam hal pihak yang akan menyewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka tata cara persewaan tanah kas desa dilakukan dengan cara lelang untuk memperoleh harga tertinggi;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang akan diatur dengan Peraturan Desa tersendiri. 
BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

(1) Dalam hal penyewa tanah sawah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2)Peraturan Desa ini tidak membayar tepat pada waktunya,dikenakan sanksi denda sebesar 25 % ( dua puluh lima persen) dari besarnya sewa dan haknya sebagai pemenang lelang sewa tanah gugur.

(2) Dalam hal penyewa tanah desa sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Desa ini, tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Desa, atau kurang dalam membayar ( belum lunas), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan dari besarnya sewa.
       BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilaksanakan oleh BPD

BAB VI
       KETENTUAN PENUTUP
       Pasal 7
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini,maka Peraturan Desa yang sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan tidak berlaku.
         Pasal 8 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Ngampel Wetan
Pada tanggal 19 Maret 2018

Kepala Desa Ngampel Wetan

            SUGENG
Diundangkan di Desa Ngampel Wetan
             Pada tanggal 19 Maret 2018


Sekretaris Desa Ngampel Wetan

MARDIYONO,S.Pd
LEMBARAN DESA NGAMPEL WETAN NOMOR 3 TAHUN 2018
BERITA  ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL
TENTANG 

PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN KEMBALI 

TANAH – TANAH DESA DI DESA NGAMPEL WETAN
	Pada hari Senin tanggal Tiga  bulan September tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini  :



	1.
	SUGENG
	:
	Kepala Desa,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampel Wetan yang beralamat di Desa  Ngampel Wetan RT 01 RW 03 Kecamatan Ngampel,  selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

	
	
	
	

	2.
	ABDUL MALIK
	:
	 Ketua BPD Ngampel Wetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Ngampel Wetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


	

	Menyatakan bahwa   : 

	1.
	PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Penataan Kembali Tanah – Tanah Desa di Desa Ngampel Wetan yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



	2.
	PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa Tentang Penataan Kembali Tanah – Tanah Desa di Desa Ngampel Wetan Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.


	3.
	Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tentang Penataan Kembali Tanah – Tanah Desa di Desa Ngampel Wetan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.



	4.
	PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



	Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


	Ngampel Wetan,  19 Maret  2018


	Kepala Desa Ngampel Wetan
SUGENG
	
	Ketua BPD 
ABDUL MALIK

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


